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Provinsi Bali,
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Peken,  Kecamatan  Tabanan,  Kabupaten  Tabanan,
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3. Drs.  I  KETUT  SUMAJAYA,  bertempat  tinggal  di  Jalan
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Kecamatan   Tabanan,   Kabupaten   Tabanan,   Provinsi

Bali,

4. I  GUSTI  MADE  ADIANA,  bertempat  tinggal  di Banjar

Dinas Kutuh Kaja, Kelurahan/Desa Samsam, Kecamatan

Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali,

5. I   MADE   MANUADA,   bertempat   tinggal   di  Jalan

Anyelir, Nomor  1, Banjar  Dukuh,  Kelurahan/Desa  Dauh

Peken,  Kecamatan  Tabanan,  Kabupaten  Tabanan,

Provinsi Bali,

6. I KETUT DARMAYA,  bertempat tinggal di Jalan Teratai,

Nomor  18, Dukuh,  Kelurahan/Desa  Dauh  Peken,

Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali,

7. I MADE BENNY ADIYANTO,  bertempat tinggal di Jalan

Pulau  Nias, Nomor  37A, Dauh  Pala,  Kelurahan/Desa

Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan,

Provinsi Bali,
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8. I GUSTI PUTU EKA SUSANTA, S.T., bertempat tinggal di

Jalan  Pulau  Nias, Nomor  37A, Dauh  Pala,

Kelurahan/Desa  Dauh  Peken,  Kecamatan  Tabanan,

Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, 

kesemuanya  dalam  hal  ini  memberi  kuasa  kepada  I

Nengah  Putu  Kastawan,  S.H.,  M.H.,  dan  kawan-kawan

Para Advokat beralamat di  Jalan Pidada XIV, Nomor 5,

Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

15 April 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. NI PUTU MITA UTARI ASIH,  bertempat tinggal di Jalan

Kenanga,  Nomor 17,  Banjar  Tegal  Baleran,  Desa Dauh

Peken,  Kecamatan  Tabanan,  Kabupaten  Tabanan,

Provinsi  Bali,  dalam  hal  ini  memberi  kuasa  kepada  K.

Johny Max Riwoe, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,

beralamat di Jalan Tukad Barito Timur, Nomor 7E, Renon,

Kotamadya  Denpasar,  Provinsi  Bali, berdasarkan  Surat

Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020;

2. NI  MADE  TARIANI,  bertempat  tinggal  di  Banjar  Dauh

Pala,  Kelurahan/Desa Dauh Peke,  Kecamatan Tabanan,

Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

3. I PUTU DANA, bertempat tinggal di LC. Kota Pala Banjar

Tegal Belodan, Kelurahan/Desa Dauh Peken, Kecamatan

Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

4. I GUSTI GEDE SUARDANA,  bertempat tinggal di Banjar

Jambe Belodan,  Jalan  Cendrawasih,  Gang I, Nomor  6,

Kelurahan/Desa  Dauh  Peken,  Kecamatan  Tabanan,

Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;                               

 Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca  surat-surat  yang bersangkutan yang  merupakan bagian
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tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat-surat  yang  bersangkutan,

Para  Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan  Negeri

Tabanan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan  hukum  bahwa  Para  Penggugat  adalah  nasabah  aktif

Koperasi  Simpan  Pinjam  Maha  Suci,  Koperasi  Simpan  Pinjam  Tirta

Rahayu dan Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri;

3. Menyatakan hukum bahwa Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulya Mandiri

dan  Koperasi  Simpan  Pinjam  Tirta  Rahayu  merupakan  cabang  dari

Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci;

4. Menyatakan  hukum  bahwa  Tergugat  I  bertanggung  jawab  terhadap

tindakan  suaminya  I  Gusti  Agung  Jaya  Wiratma  (almarhum)  atas

operasional Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci beserta Kantor Cabang

Koperasi  Simpan  Pinjam  Maha  Mulia  Mandiri  dan  Koperasi  Simpan

Pinjam Tirta Rahayu yang telah melakukan kegiatan usaha perkoprasian

tanpa ijin;

5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I bertanggung jawab atas tindakan

suaminya  I  Gusti  Agung  Jaya  Wiratma  (almarhum)  sebagai  Manager

Pusat  Koperasi  Simpan  Pinjam  Maha  Suci  menjalankan  usaha

perkoprasian  tanpa  ijin  dari  Kementerian  Koperasi  Usaha  Kecil  dan

Menengah  Republik Indonesia adalah merupakan perbuatan melanggar

hukum;

6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II, III dan IV bertanggung jawab atas

oprasional Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam

Tirta Rahayu dan Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia tanpa ijin;

7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II, III dan IV menjalankan

kegiatan perkoperasian tanpa ijin dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil

dan  Menengah  Republik  Indonesia  adalah  merupakan  perbuatan

melawan hukum;

8. Menghukum  Tergugat  I, II, III  dan  IV  untuk  memberikan/membayar

kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik materil  maupun moril
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dengan perhitungan sebagai berikut: 

Kerugian materil: 

a. Simpanan  Pokok Siberkop sejumlah Rp3.624.000.000,00 (tiga miliar

enam ratus dua puluh empat juta rupiah);

b. Bunga  uang  dan cashback yang  belum  terbayarkan  sejumlah

Rp4.014.637.495,00 (empat miliar  empat belas juta  enam ratus tiga

puluh tujuh juta rupiah);

c. Biaya kepengurusan perkara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima

puluh juta rupiah) secara kontan dan tunai; 

Kerugian moril:

Kerugian  moril  adalah  rasa  malu  di  masyarakat  karena  tidak  bisa

mengelola  keuangan keluarga  dan  tidak  sedikit  Para  Penggugat  yang

juga mengajak keluarga untuk menjadi nasabah, teman, tetangga untuk

ikut  menjadi  nasabah  sehingga  nama  baik  Para  Penggugat  menjadi

terganggu,  untuk  mengembalikan  nama  baik  Para  Penggugat  tidak

mungkin bisa dinilai dengan uang, kalaupun harus dikonversikan dengan

nilai rupiah,  maka  kerugian  moril  tersebut  secara  keseluruhan  tidak

kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang

dijalankan oleh jurusita Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara ini;

10.Menghukum  Para  Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap keterlambatan menyerahkan

kembali/membayar kerugian yang diderita Para Penggugat dihitung sejak

putusan ini dijalankan hingga hari penyerahan dilaksanakan;

11.Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  tersebut  Tergugat  I

mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel);

2. Gugatan Penggugat error in persona;

Menimbang,  bahwa terhadap gugatan  tersebut  Pengadilan  Negeri
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Tabanan telah memberikan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Tab, tanggal

12 November 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara: 

– Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 

– Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat

ini sejumlah Rp1.596.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh enam

ribu rupiah);

Menimbang,  bahwa  pada  tingkat  banding  putusan  tersebut  telah

dikuatkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  dengan  Putusan  Nomor

210/PDT/2020/PT DPS, tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  terakhir  ini  diberitahukan

kepada  Para  Pemohon Kasasi  pada tanggal  24 Februari  2021, kemudian

terhadapnya  oleh  Para  Pemohon  Kasasi dengan  perantaraan  kuasanya

berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  15  April  2020  diajukan

permohonan kasasi pada tanggal  8 Maret 2021  sebagaimana ternyata dari

Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pdt/2021/PN Tab, yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri  Tabanan, permohonan tersebut diikuti dengan

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasasi  a  quo beserta  alasan-

alasannya  telah  diberitahukan  kepada  pihak  lawan  dengan  saksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara  yang ditentukan dalam

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  memori  kasasi  yang  diterima

tanggal  18  Maret  2021  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

2. Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Bali  Nomor  210/Pdt/2020/PT

Dps;
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Dan  mohon  selanjutnya  untuk  mengadili  sendiri  dengan  amar  putusan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan  hukum  bahwa  Para  Penggugat  adalah  nasabah  aktif

Koperasi  Simpan  Pinjam  Maha  Suci,  Koperasi  Simpan  Pinjam  Tirta

Rahayu dan Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri;

3. Menyatakan hukum bahwa Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulya Mandiri

dan  Koperasi  Simpan  Pinjam  Tirta  Rahayu  merupakan  cabang  dari

Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci;

4. Menyatakan  hukum  bahwa  Tergugat  I  bertanggung  jawab  terhadap

tindakan  suaminya  I  Gusti  Agung  Jaya  Wiratma  (almarhum)  atas

operasional  Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci beserta Kantor Cabang

Koperasi  Simpan  Pinjam  Maha  Mulia  Mandiri  dan  Koperasi  Simpan

Pinjam Tirta Rahayu yang telah melakukan kegiatan usaha perkoperasian

tanpa ijin;

5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I bertanggung jawab atas tindakan

suaminya  I  Gusti  Agung  Jaya  Wiratma  (almarhum)  sebagai  Manager

Pusat  Koperasi  Simpan  Pinjam  Maha  Suci  menjalankan  usaha

perkoprasian  tanpa  ijin  dari  Kementerian  Koperasi  Usaha  Kecil  dan

Menengah  Republik  Indonesia  adalah  merupakan  perbuatan  melanggar

hukum;

6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II, III dan IV bertanggung jawab atas

oprasional Koperasi Simpan Pinjam Maha suci, Koperasi Simpan Pinjam

Tirta Rahayu dan Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia tanpa ijin;

7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II, III dan IV menjalankan

kegiatan perkoperasian tanpa ijin dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil

dan  Menengah  Republik  Indonesia  adalah  merupakan  perbuatan

melawan hukum;

8. Menghukum  Tergugat  I,  II,  III  dan  IV  untuk  memberikan/membayar

kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik materil  maupun moril

dengan perhitungan sebagai berikut:

Kerugian materil: 
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a. Simpanan Pokok Siberkop sejumlah Rp3.624.000.000,00  (tiga miliar

enam ratus dua puluh empat juta rupiah);

b. Bunga  uang  dan  cashback yang  belum  terbayarkan  sejumlah

Rp4.014.637.495,00 (empat miliar  empat belas juta  enam ratus tiga

puluh tujuh juta rupiah);

c. Biaya kepengurusan perkara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima

puluh juta rupiah) secara kontan dan tunai; 

Kerugian moril: 

Kerugian  moril  adalah  rasa  malu  di  masyarakat  karena  tidak  bisa

mengelola  keuangan keluarga  dan  tidak  sedikit  Para  Penggugat  yang

juga mengajak keluarga untuk menjadi nasabah, teman, tetangga untuk

ikut  menjadi  nasabah  sehingga  nama  baik  Para  Penggugat  menjadi

terganggu,  untuk  mengembalikan  nama  baik  Para  Penggugat  tidak

mungkin bisa dinilai dengan uang, kalaupun harus dikonversikan dengan

nilai  rupiah,  maka  kerugian  moril  tersebut  secara  keseluruhan  tidak

kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan  (conservatoir beslag) yang

dijalankan oleh jurusita Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara ini;

10.Menghukum  Para  Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap keterlambatan menyerahkan

kembali/membayar kerugian yang diderita Para Penggugat dihitung sejak

putusan ini dijalankan hingga hari penyerahan dilaksanakan;

11.Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini;

Atau:

Bila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon dapat

memberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang,  bahwa  terhadap  memori  kasasi  tersebut,  Termohon

Kasasi  I  telah mengajukan kontra memori  kasasi yang diterima  tanggal  5

April  2021, yang  pada  pokoknya  menolak  permohonan  kasasi  dari  Para

Pemohon Kasasi;

Menimbang,  bahwa setelah  meneliti  memori  kasasi  yang diterima
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tanggal  18 Maret 2021 dan  kontra memori kasasi yang diterima  tanggal 5

April  2021, dihubungkan  dengan  pertimbangan  judex  facti dalam  hal  ini

Pengadilan Tinggi Denpasar  yang menguatkan putusan  Pengadilan Negeri

Tabanan  tidak  salah  menerapkan  hukum,  dengan  pertimbangan  sebagai

berikut:

– Bahwa Para Tergugat sebagai isteri dari almarhum I Gusti Agung Jaya

Wiratma tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan dari

almarhum  I  Gusti  Agung  Jata  Wiratma  dalam  menjalankan  Koperasi

Simpan  Pinjam Maha Mulya Mandiri dan Koperasi Simpan Pinjam Tirta

Rahayu tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Undang Undang Koperasi

Nomor 25 Tahun 1992; 

– Bahwa dalam koperasi  simpan pinjam suami Tergugat I,  yakni  I  Gusti

Agung Jaya Wiratma adalah sebagai  manager  pusat koperasi-koperasi:

Simpan Pinjam Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri,

dan  Koperasi  Simpan  Pinjam  Tirta  Rahayu,  yang  tidak  memiliki  ijin

didalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat yang

memberikan  perintah,  maka  I  Gusti  Agung  Jaya  Wiratma  yang  patut

bertanggung jawab, sehingga oleh karena I Gusti Agung Jaya Wiratma

telah  meninggal  dunia,  maka  pertanggungjawaban  secara  pidana

menjadi hapus dan tidak dapat dituntut pada ahli warisnya, yaitu Tergugat

I juga terhadap Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan  di  atas,  ternyata

putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Denpasar  dalam perkara ini tidak

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I GEDE PUTU HERRY SA

PUTRA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  kasasi  dari  Para

Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada

tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang

Kekuasaan  Kehakiman,   Undang  Undang  Nomor   14   Tahun   1985
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tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. I GEDE PUT

U HERRY SAPUTRA, 2. NI LUH GEDE ARI YULIANINGSIH, 3. Drs. I K

ETUT SUMAJAYA, 4. I GUSTI MADE ADIANA, 5. I MADE MANUADA,

6. I KETUT DARMAYA, 7. I MADE BENNY ADIYANTO, 8. I GUSTI PUT

U EKA SUSANTA, S.T., tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada

tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari  Selasa, tanggal  29  Maret  2022,  oleh  Dr.  Nurul  Elmiyah,  S.H.,  M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai  anggota  dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,

ttd./ ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./
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Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:                                                               

1. Meterai Rp  10.000,00  

2. Redaksi Rp  10.000,00                               

3. Administrasi Kasasi Rp  48  0.000,00   +  

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM  , S.H.,     M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001
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